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ABSTRAK 

A. Nama      : Dense Munthe 

B. Nim      : 1540050903 

C. Judul Skripsi     :KEWENANGAN PRESIDEN MEMBENTUK  

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG 

DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA 

D. Kata Kunci : Kewenangan Presiden dalam Pembentukan PERPU 

E. Isi Halaman : X+70 Halaman 

F. Daftar Acuan  : 15 Buku + 6 Peraturan Prundang-Undangan 

G. Isi Abstark : Kewenangan yang diberikan kepada Presiden didalam 

pembentukan Hukum ataupun yang sering disebut dengan istilah PERPU 

merupakan suatu kebijakan negara untuk mengambil langkah cepat didalam 

terjadinya kekosongan hukum sehingga dengan adanya sistem pemerintah yang 

dianut maka konstitusi memberikan kebijakan itu kepada Prsesiden selaku 

kepala Negara dan pemerintahan untuk membentuk sehingga maksud dari  

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah tindakan kebijakan 

Presiden yang diamanatkan sesuai dengan konstitusi yang berlaku untuk 

menjamin pelaksanaan kekosongan hukum yang ada sehingga dengan adanya 

PERPU yang di keluarkan oleh Presiden dapat menjamin terlaksananya hukum, 

karena Presiden sebagai kepala Pemerintahan dan Negara lah yang dapat 

melakukan didalam keadaan kegentingan untuk mengambil alih dengan 

cepat,sehingga Presiden dengan wewenang yang ditunjuk, Sesuai dengan UU 

No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, 

pasal 1 point 1 menyatakan, “ Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

adalah Pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan 

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan 

pengundangan. Setelah itu dinyatakan pada point 2, “Peraturan Perundang-

undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat 

secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat 

yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan 

H. Pembing I : Poltak Siringoringo.SH.MH 

Pembing II : Chandra Aritonang.SH.MH 
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